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Abstract 
 
Kampong is one of the human settlement in urban area that can be describe as traditional housing 
before the modern planning of settlement attached to cities in Indonesia. Kampong  as the embryo  
is the root of growth for Indonesian cities, so that the urban planning must give more attention to 
this type as planning basic. Kampong is the resource of civilization, creativity and culture for 
urban areas because of its conditions and limitations. The Localities inside will give the character 
for new spirit of urbanism that fit with local condition, base on sustainable urban settlement 
ideology. By digging the social, economic, culture and character of settling in kampong, this can 
be platform for the forming of new paradigm in Indonesia urban settlement planning and 
designing, to make the better quality of  urban space. This goals can be reach with some basic 
principles for urban planning base on the existence of urban kampong 
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Abstrak 
 
Kampung adalah ciri kehidupan bermukim yang dapat dianggap sebagai tatanan permukiman 
tradisional sebelum masuknya perencanaan permukiman modern khususnya di Indonesia. Tipologi 
permukiman ini merupakan akar dari pertumbuhan kota-kota di Indonesia karena kampung pada 
dasarnya merupakan embrio pertumbuhan, sehingga penataan suatu kawasan kota perlu 
memperhatikan eksistensi kampung ini sebagai titik tolak penataan. Kampung dapat menjadi 
sumber peradaban, kreativitas maupun budaya kota karena kondisi dan keterbatasan yang ada. 
Lokalitas yang terkandung pada tatanan kampung akan memberi karakter bagi pembentukan 
semangat urbanisme baru yang sesuai dengan karakter masyarakat, berakar pada ideologi 
bermukim yang berkelanjutan. Dengan menggali potensi sosial, ekonomi maupun budaya dan 
karakter bermukim di kampung, maka akan merupakan dasar bagi pembentukan paradigma baru 
perancangan permukiman di Indonesia menuju pada pembentukan urbanitas dan ruang kota yang 
lebih berkualitas. Perwujudan urbanitas dan ruang kota yang berkelanjutan dapat dicapai dengan 
rumusan prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar, bertolak pada eksistensi kampung kota sebagai 
tempat bermukim masyarakat kota. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Budaya bermukim, terutama di perkotaan, merupakan fenomena kehidupan urban, 
khususnya Asia, yang disadari atau tidak merupakan gambaran karakter penghuninya. 
Bentuk-bentuk permukiman yang ada di kota-kota tidak hanya terdiri dari permukiman-
permukiman ‘formal’ yang dirancang dan direncanakan oleh para perencana kota modern 
dengan master plan-nya, akan tetapi juga terdapat tatanan-tatanan permukiman yang 
dianggap ‘informal’ oleh kaum modernis tersebut, yang disebut dengan kampung. 
Kampung adalah ciri kehidupan bermukim di Indonesia, yang dapat dianggap sebagai 
tatanan permukiman tradisional Indonesia sebelum masuknya perencanaan permukiman 
modern.  
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Sejak masa Perang Dunia II, hanya beberapa kota di Asia, kecuali Chandigarh dan 
Singapura  yang mengimplementasikan sistem perencanaan modern ala barat (Lim, 
1998). Bahkan di dalam masa pra kolonialisme, dimana konsep-konsep perencanaan kota 
modern belum diterapkan di Indonesia, sistem bermukim ala kampung merupakan bentuk 
permukiman yang ada pada pusat-pusat aktivitas (jika belum pantas menjadi kota) 
masyarakat. Pola atau budaya ini masih dipengaruhi oleh budaya bermukim agraris, 
dimana sekelompok penduduk mengorganisasikan dirinya dalam bermukim dengan 
membentuk kantung-kantung bermukim, untuk menghadapi bahaya dan ancaman dari 
luar secara bersama-sama.  
 
 
Gambar 1. Salah Satu Sudut Kota Bandar Lampung dengan Kampung Kotanya 
 
Beranjak dari paradigma perencanaan kota, kampung kota sebenarnya dapat menjadi 
awal dimulainya paradigma baru perencanaan kota dalam mewujudkan kota yang lebih 
baik. Kampung dengan segala aktivitasnya, sedikit banyak dapat memberi gambaran 
bagaimana kehidupan urban yang terjadi. Kepadatan merupakan permasalahan yang 
dihadapi oleh hampir seluruh kota. Perilaku padat dapat dilihat pada kampung-kampung 
di perkotaan, dengan perbandingan kebutuhan ruang-ruang terbuka yang minim, derajat 
ketertutupan ruang dan keterdekatan antar bangunan. Disadari atau tidak, kepadatan dan 
keterbatasan memberikan kreativitas bagi manusia penghuninya untuk bertindak dan 
berprilaku. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak akan ada ruang-ruang sisa di dalam 
kampung kota. Semua ruang harus dapat dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga 
memberi dampak yang lebih baik bagi kehidupan, dan keberlanjutan. Ruang-ruang 
sirkulasi yang kecil membentuk prilaku yang spesifik bagi masyarakat penghuni.  
Lalu kondisi-kondisi apa saja yang dapat digunakan sebagai alat penelusuran semangat 
baru dalam bermukim di perkotaan tersebut? Mungkinkah kampung kota dapat menjadi 
titik tolak dalam membina kehidupan kota yang lebih berkelanjutan dan berkualitas? 
Untuk menggalinya, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa urbanitas itu dan 
bagaimana menuju sistem urbanitas menurut pandangan barat, dan bagaimana pula 
dengan pandangan timur (Asia) mengenai ini? 
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2. METODOLOGI 
 
Metodologi yang digunakan pada adalah kajian literatur dan analisis komparatif terhadap 
teori kampung kota, pandangan urbanitas barat serta pandangan urbanitas di Asia. Dari 
hasil analisis tersebut dapat dirumuskan kesimpulan berupa prinsip-prinsip yang menjadi 
dasar dalam menciptakan kondisi urbanitas dan ruang kota yang berkelanjutan, dengan 
bertolak pada eksistensi kampung kota sebagai tempat bermukim masyarakat kota 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1.  Kota dalam Tantangan Multidimensi 
Permasalahan dasar yang dihadapi oleh perkotaan, khususnya di Indonesia sebagai negara 
berkembang (developing country) adalah terus berlangsung proses pertumbuhan (growth) 
yang berjalan secara paralel dengan perubahan baik secara fisik dan non fisik, menuju 
pada suatu kondisi tertentu sebagai hasil tekanan kekuatan ekonomi, politik, sosial 
maupun budaya masyarakat. Isu ini menjadi titik tolak dalam mengatasi dan 
memunculkan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul di perkotaan. Pertumbuhan 
di kota berpangkal tolak dari semakin meningkat populasi yang terjadi baik secara alami 
maupun melalui urbanisasi yang menyebabkan permintaan akan ruang (space) semakin 
meningkat. Hal ini didukung oleh adanya perubahan perilaku masyarakat penghuni kota 
baik perilaku sosial, budaya, ekonomi, politik maupun perilaku dalam penggunaan 
teknologi. Akibatnya, terjadi ekspansi, berupa meluasnya kota hingga merambah ke 
daerah-daerah penyangga dan rural, dan intensifikasi  ruang di pusat kota, baik melalui 
upaya daur ulang, air-right, underground-right atau upaya-upaya untuk berbagi ruang 
(sharing space) secara lokasi maupun waktu (Danisworo, 2002). 
 
Secara eksternal, negara-negara berkembang khususnya di Asia juga menghadapi proses 
globalisasi dan modernisasi. Kota-kota di kawasan Asia Tenggara telah tumbuh dan 
berkembang sejak lama dengan perubahan yang cepat,  terutama pada bidang ekonomi 
yang terjadi di beberapa negara-negara seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia, akibat 
adanya modernisasi dibidang perekonomian yang mempengaruhi struktur budaya (sistem 
politik dan sosial) kota-kota tersebut. (Evers dan Korff,  2000). Melalui globalisasi dan 
modernisasi ini pula, kota-kota khususnya di Asia Tenggara menjadi obyek keseragaman 
dari suatu proses dan menjadi satu kesatuan dalam sistem kota internasional dengan corak 
universal. Namun di sisi lain simbol dan nilai budaya nasional juga menguat sebagai 
reaksi dari nilai-nilai yang datang. Maka disinilah terjadi proses lokalitas, sehingga apa 
yang terjadi saat ini adalah kota-kota di Asia Tenggara termasuk di Indonesia merupakan 
simbiosis antara kepentingan global melalui modernitas sebagai dampak globalisasi dan 
tradisi yang masih melekat kuat pada struktur budaya masyarakat yang memberi 
keunikan bagi kota-kota tersebut. 
 
3.2.  Kampung Kota : Fenomena Perkotaan di Indonesia 
 
Dalam konteks permukiman penduduk di kota, Indonesia memiliki tiga tipe permukiman, 
dimana tipe pertama merupakan tipe permukiman yang terencana (well-planned), dengan 
penataan infrastruktur dan fasilitas yang lengkap dan dapat dijangkau oleh kendaraan 
bermotor. Tipe kedua adalah tipe kampung, dengan rumah-rumah yang berada di dalam, 
kebanyakan tidak dapat dijangkau dengan mobil maupun motor. Tipe ini adalah tipe 
permukiman lama/asli kota-kota di Indonesia. Sedangkan tipe ketiga adalah permukiman 
pinggiran/kumuh (squatter) yang banyak bermunculan pada ruang-ruang marjinal kota, 
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seperti tepi sungai atau di tanah milik negara. Tipe ini juga sering disebut dengan tipe 
kampung illegal (Sullivan, 1980). 
Kampung, dalam bahasa Melayu berarti sebuah kompoun tertutup (enclosed compound). 
Dalam bahasa Minangkabau, kampung berkaitan dengan kehidupan yang sarat dan 
konsisten akan penerapan nilai-nilai tradisional. Di Aceh, gampong merupakan 
keseluruhan komunitas di sebuah desa (Atman, 1974). Kampung sebagai sebuah 
enclosed compound di dalam kota memliki karakteristik tersendiri, di mana kehidupan 
sebuah desa (village) masih terdapat di dalamnya, yang masih nampak pada sistem sosial 
dan budaya yang mengikat. Akibatnya, keberadaan kampung ini mau tidak mau harus 
menjadi perhatian dan bagian dari kehidupan perkotaan, termasuk dalam proses 
perencanaan dan penataan kota. Hal ini tentunya mendorong kampung sebagai salah satu 
bagian pembentuk sebuah kota di Indonesia, sebagai bagian yang relevan atau sebuah 
alternatif pemecahan problem perkotaan. Seperti dikutip dari pernyataan : 
Like almost everything, urban development in Indonesia took a dualistic course (…) : 
tale of two cities. This Implies that we have formal high stancard, rational 
settlement/urban development copied from developed countries, especially the ‘west’. 
Super imposed on it, we easily can find the second city, indigenous, informal yet very 
natural and human in its development, locally known as the ‘kampung’. (Indrayana, 
Silas, 1985, p.4, dikutip dari  Sandi A Siregar, Bandung the Architecture of a City in 
Development, 1990) 
 
Pendapat ini menyatakan bahwa kampung sebenarnya sebuah bentuk asli dari kota-kota 
di Indonesia. Terlepas dari formalitas bentuk maupun aturan-aturan pembangunan, 
nampaknya kampung lebih menggambarkan segi humanitas dan urbanitas kehidupan kota 
yang saat ini mulai dicari kembali oleh negara-negara maju melalui konsep New 
Urbanism. Kampung kota merupakan fenomena yang banyak terjadi terutama di negara-
negara berkembang, dimana pertumbuhan pola sosial dan budaya masyarakat berbeda 
dengan tuntutan kehidupan kota, jika dipandang dari sudut universalisme nilai dan 
kehidupan perkotaan modern.   
 
Pada dasarnya pengertian kampung kota yang dapat disepakati semua pihak belum 
pernah dapat dirumuskan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan di dalam cara 
pandang maupun disiplin ilmu yang digunakan oleh para pakar. Namun yang menarik 
dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah tersirat adanya ke-‘padat’-an dan 
‘kemiskinan’, dan sama-sama menyatakan bahwa kampung merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari kota. Sebagai kesatuan integral kota, maka kampung merupakan 
salah satu komponen dalam pembentukan struktur kota, yaitu sebagai kawasan 
permukiman di dalam kota yang terbentuk tanpa perencanaan atau tumbuh sebelum 
perencanaan diterapkan. 
 
3.3.  Urbanitas sebagai Hakekat Hidup di Perkotaan 
 
Wiryomartono (1999) menyebutkan bahwa urbanitas adalah kondisi efisien di perkotaan 
sehingga sumber-sumber dapat terkelola dan terkendali, yang mudah dicapai bila tempat 
tinggal mantap dan menetap. Urbanitas berada di lingkungan binaan manusia yang 
memiliki struktur dan wujud yang bisa dan layak ditinggali, yang oleh karenanya adalah 
proses yang mempertautkan sekelompok manusia dan tempat tinggalnya melalui aktivitas 
sosial ekonomi yang dicapai melalui kegiatan membangun dan membina kehidupan 
bermasyarakat. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa urbanitas merupakan 
kinerja dari sebuah kota, dimana sumber-sumber daya yang ada dapat memiliki peran 
masing-masing sehingga menciptakan keterkaitan dan hubungan yang saling 
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menguntungkan. Kuncinya adalah terletak pada upaya untuk mendefinisikan kembali 
komponen-komponen kota dengan perannya masing-masing sebagai kekuatan-kekuatan 
untuk berproduksi. 
Sehingga apakah yang baru dari urbanitas? Nampaknya selama ini sistem perkotaan telah 
mengabaikan karakteristik urbanitas tersebut. Kekuatan ekonomi dan upaya penyesuaian 
terhadap pasar global dan modernitas telah menghilangkan dan menyingkirkan satu atau 
lebih komponen urbanitas tersebut. Urbanitas bukanlah hal baru, melainkan urbanitas 
adalah hakekat bagaimana seharusnya ‘berkota’. Sehingga apapun bentuk sistem ekonomi 
dan sosial yang dianut, maka harus dapat menciptakan kondisi dan peran yang berimbang 
bagi seluruh komponen pembentuk kota dalam membentuk urbanitas. Karena itu upaya 
untuk mendefinisikan kembali esensi dan karakteristik berkota merupakan langkah awal 
yang nampaknya ditempuh untuk memunculkan apa yang disebut ‘urbanisme baru’ yang 
bukan hal baru. 
 
3.4.  New Urbanism  dan Kota  Berkelanjutan 
 
Sekilas telah dicoba untuk melihat bagaimana tatanan urbanitas yang ideal menurut 
pandangan barat. Melalui gerakan New Urbanism ini, nampaknya dunia barat (Amerika) 
berusaha untuk mendefinisikan kembali hakekat urbanitas, yang didorong oleh beberapa 
faktor, terutama faktor kualitas lingkungan kota. 
 
3.4.1.   New Urbanism : Physical Approach 
 
Gerakan ini sebenarnya bukan merupakan hal baru karena esensi yang terkandung di 
dalamnya, merupakan kriteria-kriteria yang sebagaian besar telah ada pada tatanan kota-
kota khususnya di Eropa pada abad pertengahan. Karena itu, maka gerakan yang muncul 
di Amerika ini merupakan kebangkitan dari tradisionalisme yang ada di Eropa (the 
Revival of Traditionalism). Konsep gerakan ini berkembang dilatarbelakangi oleh 
perhatian terhadap permasalahan urban sprawl yang merupakan persoalan utama 
perkotaan modern yang terjadi di Amerika dan keinginan untuk mengembangkan ruang 
kota yang berkelanjutan. New urbanisme adalah sebuah gerakan untuk mereformasi 
perencanaan dan perancangan lingkungan binaan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat kota. 
 
Dengan misi untuk mengembalikan konsepsi komunitas dan lingkungan dalam konteks 
perencanaan dan perancangan kota, maka gerakan ini mengeluarkan beberapa prinsip 
antara lain bahwa lingkungan sebuah komunitas harus mengandung hal-hal : 
1. Walkability, yaitu bahwa seluruh tempat di komunitas harus dapat dijangkau melalui 
berjalan melalui perancangan sistem pedestrian yang nyaman dengan kriteria seperti 
perimeter block building, parkir tersembunyi, dan ruang jalan yang tidak terlalu lebar. 
2. Connectivity, yaitu keterkaitan jaringan jalan yang memudahkan pergerakan dan 
pejalan, dengan menciptakan pedestrian dan fasilitas publik yang berkualitas. 
3. Mixed Use & Diversity, yaitu penggunaan yang multi fungsi baik di dalam 
komunitas, di dalam blok maupun di dalam bangunan berupa fungsi-fungsi hunian 
dan fungsi-fungsi lain yang sesuai. Selain itu berupaya untuk memunculkan 
keragaman penghuninya seperti usia, kelas sosial, adat/budaya dan ras. 
4. Mixed Housing, berupa keragaman hunian baik tipe, harga maupun ukurannya 
5. Quality Architecture & Urban Design, yaitu menekankan pada segi keindahan, 
kenyamanan dan penciptaan sense of place bagi lingkungan komunitas, dan 
perancangan yang memperhatikan skala manusia. 
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6. Traditional Neighbourhood Structure, yaitu pemunculan tata ruang tradisional seperti 
ruang publik, kejelasan posisi pusat (center) dan ujung (edge) komunitas dan hierarki 
ruang lingkungan yang jelas 
7. Increased Density, yaitu upaya untuk meningkatkan kepadatan dengan fungsi yang 
beragam dalam satu kesatuan sehingga menciptakan penggunaan sumber daya dan 
pelayanan yang lebih efisien. 
8. Smart Transportation, yaitu jaringan transportasi dan sarana transportasi publik yang 
memadai yang saling terkait dengan wilayah lain, serta penciptaan pedestrian yang 
ramah yang memungkinkan aktivitas transportasi non kendaraan bermotor. 
9. Sustainability, yaitu upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari 
perkembangan dan kegiatan komunitas, penggunaan teknologi yang ramah 
lingkungan, penggunaan sumber daya yang efisien dan menciptakan suasana yang 
kondusif bagi kegiatan berjalan ketimbang berkendaraan (mobil). 
10. Quality of Life, yaitu berupa sasaran akhir yang dituju dari penerapan berbagai 
prinsip di atas. 
 
Gerakan ini menghasilan beberapa konsep perencanaan dan perancangan kota yang 
mencoba mengakomodasikan seluruh prinsip yang ada yaitu antara lain konsep mengenai 
pembangunan yang berorientasi pada sistem transit/transportasi (TOD), konsep 
perumahan dengan kepadatan tinggi dan konsep mengenai pemanfaatan tapak yang 
multifungsi, dengan fungsi hunian sebagai intinya, hingga konsep mengenai kota yang 
terpadu (compact city) berbasis pada lingkungan hunian. 
 
3.4.2. Compact City Model  : A Sustainable City 
 
Berbasis pada pandangan urbanisme baru yang lebih memperhatikan aspek hunian dan 
manusia, muncul konsep mengenai kota yang kompak sebagai upaya pembentukan kota 
yang lebih berkelanjutan. Konsepsi compact city dipengaruhi oleh fakta bahwa banyak 
kota-kota bersejarah di Eropa yang berkembang sebagai pusat (core) yang merupakan 
bentuk kota ideal untuk bertempat tinggal dan bekerja. Dengan kepadatan yang tinggi, 
maka dapat mendorong percampuran sosial (social mix) dan interaksi yang merupakan 
karakteristik utama dari kota-kota tradisional. Hal ini menyiratkan bahwa konsepsi ini 
mendorong agar kota terbentuk memusat dan memadat pada pusat kota. Tujuannya 
adalah mencegah urban sprawl dan menciptakan efisiensi terutama sumber daya alam 
dan energi. 
 
Konsep compact city diibaratkan sebagai suatu kondisi yang terjadi pada masa abad 
pertengahan (kota-kota medieval) dimana terdapat konsentrasi aktivitas dengan kepadatan 
tinggi dengan batasan-batasan dan hierarki kota yang jelas (core & edge of city). 
Gambarannya adalah bahwa kota harus terbentuk dengan skala yang sesuai untuk 
berjalan (walking), bersepeda (cycling) dan transportasi lain yang lebih efisien dan 
dengan kekompakan yang mendorong terjadinya interaksi sosial (Elkin et al,  1991). 
Definisi lain menurut Breheny dan Rockwood (1993) menyatakan bahwa kriteria 
compact city adalah berkepadatan tinggi, fungsi campuran, dan mendorong pertumbuhan 
ke pusat kota dengan batasan pengembangan (city’s periphery) yang jelas.  
 
Pada kenyataannya, kondisi yang telah terjadi adalah kota dimana konsep desentralisasi 
sebagai akibat perencanaan modern telah menjadi kondisi eksisting yang tidak mudah 
untuk memusatkannya kembali. Hal ini mengakibatkan konsep compact city yang 
ditawarkan cenderung bersifat romantisme dan justru tidak merefleksikan kenyataan 
adanya permintaan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan harapan sosial. 
Permasalahannya adalah compact city mengabaikan penyebab dan pengaruh 
desentralisasi yang menjadi masalah pokok yang harus dipecahkan (Thomas and Cousins, 
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1996). Perdebatan terhadap bagaimana bentuk dan struktur yang jelas dan sesuai bergeser 
dari kota yang memusat ke konsep kota yang berkelanjutan yang merupakan perpaduan 
antara upaya memusatkan bagian-bagian kota yang telah menyebar dengan memberi 
keterkaitan dan peran yang jelas dari masing-masing ‘cluster’ kota tersebut. Posisi 
kompromi ini mengusulkan konsep neighbourhood sebagai bagian terkecil pembentuk 
struktur kota yang berkelanjutan. Individual neighbourhood harus melibatkan masyarakat  
dan mengembangkan identitas yang kuat dan kontrol terhadap sumber daya lokalnya 
(Scoffham and Vale, 1996). Masyarakat di dalam neighbourhood adalah yang paling 
mengetahui kondisi dan kebutuhan yang diinginkan dan harus bersiap sedia untuk ikut 
bertanggung jawab dalam lingkungan. Dekomposisi kota ke dalam bagian-bagian yang 
lebih kecil seperti neighbourhood atau district dapat menciptakan keterlibatan masyarakat 
yang lebih fisibel dan efektif. Namun perlu ditunjang oleh jaringan yang menyeluruh 
pada level kota untuk menyatukan berbagai distrik atau lingkungan tersebut. 
Apa yang dapat dipetik dari gerakan urbanisme baru di dunia barat adalah bahwa 
dimensi-dimensi yang nampak pada perumusan prinsip dan kriteria yang dimunculkan 
lebih menuju pada dimensi dan pendekatan secara fisik (physical approach). Kesamaan 
budaya serta kesetaraan tingkatan sosial dan ekonomi nampaknya telah memberi landasan 
yang cukup kuat untuk bergerak dan menuju pada konsepsi urbanisme yang aplikatif dan 
nyata. Lalu bagaimana kaitan konsepsi kota berkelanjutan ini dengan kampung kota? 
Terlepas dari seting lokasi dan kondisinya, kampung kota sebagai bentuk permukiman di 
perkotaan merupakan satu kesatuan lingkungan yang nampaknya dapat dipadankan 
dengan konsep neighbourhood ini. Melalui padanan ini maka kampung kota merupakan 
bagian dari sistem perkotaan sebagai unit terkecil yang memperoleh akses terhadap 
fasilitas-fasilitas dasar perkotaan 
 
3.4.3.  Asian New Urbanism : Ideological Approach 
 
Berbeda dengan paradigma barat mengenai urbanisme baru ini, nampaknya gerakan 
urbanisme baru di Asia masih berada pada tingkatan dasar, yaitu tingkatan pencarian 
ideologi atau cara pandang terhadap permasalahan dan potensi diri. Hal ini menyebabkan 
kurangnya pemahaman para pemikir barat terhadap pemikiran dan realitas yang terjadi di 
timur yang mereka anggap sebagai hal yang aneh, incomprehensible, superficial dan 
incomplete (Jeff Kipnis dalam Lim, 1998). Tingkatan sosial, ekonomi dan budaya 
masyarakat perkotaan yang heterogen memerlukan kesamaan visi dalam menuju tatanan 
baru dalam berkota. Selain bergulat pada masalah keragaman budaya, tingkatan 
kesejahteraan yang berjenjang sangat tajam, kemiskinan, pertumbuhan populasi yang 
tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rapidly) serta masalah kerusakan lingkungan, 
masyarakat di Asia juga dihadapkan pada proses modernisasi yang merupakan norma 
yang datang dari luar (barat) yang berpengaruh terhadap budaya, tradisi dan identitasnya. 
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kota-kota di seluruh dunia dapat 
terjaring dalam satu sistem global, sehingga penguasaan terhadap teknologi baru ini 
mutlak harus mulai dilakukan, sebagai langkah antisipasi pada arus budaya global. 
Berkaitan dengan masalah hunian di perkotaan, maka hal tersebut merupakan isu vital 
bagi seluruh penghuni atau masyarakat kota. Penyediaan permukiman yang terjangkau 
dapat meningkatkan stabilitas sosial dan politik dan peningkatan pendapatan masyarakat. 
Tingginya biaya penyediaan permukiman ini menuntut perencanaan yang lebih inovatif 
baik dalam hal pembiayaan, pengaturan maupun pertimbangan sumber daya yang telah 
ada. Lim mengusulkan beberapa inovasi instrumen perencanaan bagi terbentuknya 
permukiman kota yang menuju pada konsep keberlanjutan sebagai antisipasi dan kritik 
terhadap proses perencanaan modern yang ada, yaitu : 
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1. Self sufficiency, yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan kota yang seoptimal 
mungkin, berasal dari proses produksi dan reproduksi dari kota itu sendiri, dengan 
meminimalkan ketergantungan pada area sekitar (hinterland), terutama dengan 
menyeimbangkan proporsi alokasi pelayanan dan sumber pembiayaan dalam kota. 
2. Land as Resource, mengoptimalkan penggunaan tanah sebagai sumber paling vital 
bagi pembangunan kota dengan mengatur penempatan lokasi, kapasitas dan intensitas 
optimal serta kontrol yang lebih ketat terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. 
Pengembangan tidak harus selalu berorientasi pada pusat kota, tetapi berada pada 
titik-titik pertumbuhan yang dapat terakses oleh seluruh warga kota.  
3. Shifting and Floating Values, yaitu teori mengenai nilai lahan yang mengambang, dan 
dapat diletakkan pada titik-titik pertumbuhan.. Hal ini untuk mencegah ekspansi 
sektor komersial agar tidak merusak tatanan/struktur kota yang telah mencapai titik 
optimal dan melindungi kawasan-kawasan yang berkarakter dan bersejarah, sehingga 
lahan untuk hunian dapat pula ditempatkan pada lokasi-lokasi yang sesuai bagi 
penghuninya. Teori ini dapat digunakan untuk melindungi permukiman yang telah ada 
di pusat kota dengan memberikan magnet baru pada kawasan baru yang tetap 
memiliki sistem keterkaitan dan keterpaduan dengan pusat kota dan kawasan lain. 
4. Transport and Mobility, dengan menyediakan sistem transportasi massal yang 
terjangkau dan layak. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi polusi dan degradasi 
lingkungan kota akibat penggunaan kendaraan pribadi yang melebihi kapasitas 
maksimal ruang pergerakan kota. Pemanfaatan sarana tradisional masih dimungkinkan 
dengan mengatur hierarki pelayanannya. 
5. Conservation of Environmental Areas, yaitu upaya melestarikan bangunan atau 
kawasan bersejarah dari tekanan ekonomi ruang, untuk menjaga identitas dan karakter 
kota. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan nilai ekonomi pada bangunan 
atau kawasan lama (adaptive use), sehingga memiliki legitimasi dan peran yang kuat 
sebagai salah satu komponen kota.      
 
Dari beberapa inovasi instrumen perencanaan tersebut, maka digagas beberapa prinsip 
teoritis dan panduan dasar untuk membentuk pola baru mengenai hunian (settlement) 
dalam kota. Hal ini di dasari pada konteks perubahan nilai dan gaya hidup dalam 
merespon modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi dan migrasi ke 
pusat kota dan upaya untuk mempertahankan lahan-lahan subur sebagai area pertanian 
penyangga kebutuhan pangan dan ketahanan lingkungan. Prinsip dari New Urban 
Settlement  tersebut adalah : 
 
- Memiliki batasan fisik yang jelas (boundaries), karena intensitas pembangunannya 
bergantung pada ketersediaan lahan yang ada. 
- Lokasi permukiman harus fleksibel untuk menghindari atau meminimalisir kerusakan 
atau okupansi lahan-lahan subur bagi pangan dan pertanian. 
- Memiliki karakter urban, kompak (terpadu) dan memiliki kepadatan yang tinggi. 
- Pola baru ini juga dapat bertindak sebagai ‘pusat asrama (dormitory stations)’ bagi 
para pendatang dan harus memiliki fasilitas dasar hunian yang layak dan sehat. 
- Menerapkan teknologi bangunan yang sesuai bagi pembangunan baru dan 
infrastruktur yang terjangkau  
- Membentuk hunian yang sederhana dan terjangkau oleh rata-rata penduduk kota yang 
memiliki penghasilan rendah 
 
Dengan pendekatan di atas, maka nampak bahwa sebenarnya urbanisme baru di Asia 
masih berada dalam tahap pencarian ideologi dan pola yang menjadi dasar untuk 
membangkitkan kembali semangat hidup berkota versi Asia. Dari isu-isu di atas, 
menunjukkan bahwa dalam pencarian urbanisme baru ini, tidak dapat terlepas dari arus 
pemikiran global post-modern yang muncul di barat. Dikotomi antara barat dan timur 
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dalam pemikiran justru tidak akan dapat menghasilkan bentuk tata ruang kota Asia yang 
diinginkan.  Dari pandangan mengenai urbanisme baru menurut pandangan timur, maka 
beberapa hal yang dapat ditarik dan dijadikan prinsip dalam memposisikan kampung kota 
di Indonesia ini adalah : 
� Berdasarkan upaya untuk menemukan tatanan baru menurut masa lampau, maka 
susunan atau tatanan spasial yang terbentuk dari kampung kota dapat menjadi acuan 
dalam merumuskan struktur mikro kampung, terlebih jika kampung tersebut masih 
memiliki signifikansi budaya atau sejarah atau berada pada posisi yang mempengaruhi 
eksistensi kesejarahan suatu tempat. 
� Karakter urban kampung kota telah terbentuk dilihat dari kepadatan yang tinggi, 
sehingga upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitasnya melalui 
perwujudan peran serta masyarakat sebagai manifestasi masyarakat post-modern asia. 
� Struktur ruang yang dihasilkan baik bangunan maupun lingkungan merupakan 
perwujudan tata nilai dan budaya yang ada pada penghuninya, oleh karenanya dapat 
menjadi panduan dalam membentuk lingkungan permukiman urban yang baru 
berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dihasilkan pada New Urban Settlement di atas 
 
4.  KESIMPULAN 
 
Melihat dari tinjauan dan kerangka teoritis mengenai kampung kota dan urbanitas sebuah 
kota yang ada di barat sebagai kota-kota yang maju dan pengaruh perkembangan di Asia 
atau pada kota-kota di negara yang sedang berkembang, maka dapat dirumuskan 
beberapa prinsip yang dapat menjadi dasar dalam menciptakan kondisi urbanitas dan 
ruang kota yang berkelanjutan, yang bertolak pada eksistensi kampung kota sebagai 
tempat bermukim masyarakat kota. 
 
Beberapa prinsip tersebut antara lain : 
1. Menempatkan kampung kota sebagai bagian integral dari sistem perencanaan kota 
yang harus selalu diperhitungkan dan dipertimbangkan. Legalitas dan kepastian 
hukum terhadap eksistensinya melalui kekuatan poltik menjadi dasar yang paling 
berpengaruh pada upaya-upaya perbaikan dan pengembangannya. Kampung kota 
dapat berperan sebagai satu kesatuan lingkungan (neighbourhood). 
2. Prinsip-prinsip new urbanism barat sebagai pendekatan fisik dapat diadopsi secara 
moderat ke dalam prinsip New Urban Settlement, dengan kriteria-kriteria dan standar 
kebutuhan dan ukuran yang berbeda disesuaikan dengan kondisi lokal sebagai struktur 
mikro kampung kota. 
3. Menciptakan keterkaitan antar lingkungan baik melalui keterkaitan ekonomi, sosial 
maupun budaya (makro) maupun lingkungan fisiknya (mikro), sehingga dapat 
menciptakan sistem perkotaan dan memberi legitimasi kuat pada eksistensi kampung 
(macro - micro linkage). 
4. Menemukan kembali signifikansi kampung kota dari segi kesejarahan dan makna 
kultural tempat, untuk menentukan intervensi apa yang sebaiknya harus dilakukan 
dalam meningkatkan kualitasnya. 
5. Keseimbangan yang proporsional antara kekuatan masyarakat melalui partisipasi dan 
tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sistem hunian perkotaan yang 
demokratis, plural dan toleran menuju masyarakat post-modern asia.  
 
Kampung kota sebagai titik tolak dalam menemukan urbanitas baru di Asia khususnya di 
Indonesia dapat menjadi kunci dalam membina kehidupan perkotaan yang lebih baik. 
Namun demikian, penelusuran mengenai prinsip-prinsip fisik nampaknya masih cukup 
jauh, karena masih harus menemukan kembali paradigma dan ideologi dalam bermukim 
di perkotaan yang berkarakteristik lokal. Modernisasi yang melanda juga hendaknya tidak 
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ditanggapi secara apriori atau justru larut secara total ke dalamnya tanpa pegangan. 
Karena yang terpenting saat ini adalah upaya untuk menyelaraskan nilai dan norma antara 
barat dan timur sebagai bentuk pola pikir dan ideologi baru, menuju pada tata nilai dan 
pola hidup masyarakat kontemporer yang lebih universal, pluralistik dan demokratis. 
Penguatan karakter lokal bukan lagi sekedar langkah antisipasi melainkan sebagai 
kekuatan yang harus dipadukan dengan proses modernisasi tersebut. Kepadatan (densitas, 
kompak) adalah karakter kampung kota di Asia yang mampu menjembatani dua 
pandangan (barat dan timur) dalam menelusuri karakter fisik lokal (physical approach). 
Sebaliknya kondisi sosial dan ekonomi yang ada, seperti masih kuatnya faktor 
kemiskinan, yang notabene berbeda antara barat dan timur, dapat memberi warna lain 
bagi kriteria-kriteria fisik yang akan dimunculkan (ideological approach) dalam 
mendefinisikan kembali urbanitas di perkotaan Asia khususnya Indonesia melalui 
kualitas bermukimnya, dalam menuju dan membentuk ruang kota yang lebih 
berkelanjutan. 
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